BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR “3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perkembangan
keadaan telah mengakibatkan adanya ketidaksesuaian
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, adanya perubahan rencana program dan kegiatan,
serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan;



Mengingat :

Ls

..

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Permerintah Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);



.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6256);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang  Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



10.

11.

12,

13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo — Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan :

16.
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19.

20,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024
Nomor 11/E);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);
Peraturan Bupati Blitar Nomor 136 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024
Nomor 136/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun
2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 62/A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.
2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
Bupati adalah Bupati Blitar.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  dokumen

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



(2)

==
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2025.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut
BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Blitar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blitar.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah
perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2025 berisi program dan
kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan pemerintah pusat serta ditempuh dengan cara
mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. BABI berisi tentang pendahuluan;

b. BAB II berisi tentang evaluasi hasil triwulan | tahun
2025;
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c. BAB III berisi tentang kerangka ekonomi dan
keuangan daerah;

d. BAB IV  berisi tentang sasaran dan prioritas
pembangunan daerah;

e. BAB V berisi tentang rencana kerja dan pendanaan
daerah; dan

f. BAB VI berisi tentang penutup.

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 digunakan sebagai :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum
Perubahan APBD serta rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara; dan

c. acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat

kebijakan publik.

Pasal 4
BAPPEDALITBANG bertugas dan bertanggung jawab untuk

menelaah kesesuaian rancangan akhir perubahan rencana
kerja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD Tahun
2025.
Pasal 5
Dalam rangka menyusun kebijakan umum Perubahan APBD
tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b:
a. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun
2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan
prioritas plafon anggaran sementara pada panitia anggaran

baik eksekutif maupun legislatif;



-

b. semua Perangkat Daerah wajib berpedoman dan
menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam
melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran

Perangkat Daerah dengan DPRD.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Mei 2025

' BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 18 Juni 2025

63/E



